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Meaimbang a. bahwa dalam rang!<a mewujudkan generasi penerus
bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka
peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah
Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga
keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian
dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun
kelernbagaannya;

b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu
menetapkan KeputuBan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
tentang lzin Pendirian Satuan Pendidikan SMA PLUS BINA
MANDIRI.

1. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2O21 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

2. Instruksi Presiden Rl Nomor 7 Tahun 2O25 tertang
Perc€patan Pelaksanaan Program PeEbangunan dan
Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan
Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan
Digitalisasi Pembelajaran ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O25 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

4. Peraturan Menteri pendidikqn, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023
tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang
Pendidikan Menengah;
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
36 Tahun 2O14 tentang Pedoman Pendiriaa, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Surat Edaran Sel<retaris Jeoderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2O21
tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

7. Peraturan Direktor Jenderal Pendidiker Anak Usia Dini,
Pendi.tikarr Dasar dan Pendi.liksr Menengah Kementrian
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
M24OL|C|HK.O3.OL{2O2S tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru
Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Iimpung Nomor 9 Tahun 2O16
tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan
Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada
Femerintah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 1 Tahun 2O24
pembahan kedua atas Peraturan Guberaur Lampung
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, T\rgas
dan Fungsi serta Tata Ke{a Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tatnn 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
LampungNomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenqge4 Perizinaa dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu tbovinsi Lampung;

11. Keputusan Gubemur Lampung Nomor 737 Tahun 2O2l
tenteng Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha
dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

1. Surat Ketua YAYASAN PENDIDIKAN KREASI UTAMA Nomor :

03-0O5/YPKU/[X|2O25 tanggal O8 September 2O25 Perihal
Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung Nomor: 8O0/181/V.01 lDP.2l2O26 tanggal 23
Januari 2026 Hd Pendapat Teknis.
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Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN KREASI UTAMA

SMA PLUS BINA MANDIRI

Jl. Pendidikan No.03 Mojokerto,
Mojokerto, Kec. Padang Ratu,
Lampung Tengah, Provinsi L,ampung.

Kp.
Kab.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU keputusan ini berlaku Mulai tanggal ditetapkan
sampai dengan 28 JrtE 2O26;

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam
dilfirm KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala
Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan
menguasai dibidang pendidikan;

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas
(SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan
ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya;

Keputusan ini muLai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila te{adi kekeliruan dalam keputusan ini akan
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Telukbetung

M.M.
Pembina Utama Madya
,NIP. 19670418 199203 1 003

Tanbqrrl:
l. Menteri hndidikaa Dagar dan Mcnengah RcPublik Indonesia di Jakqrta;
2. cubcrnur lampung di Band8, kEPuag;
3. Kepala Dinas Feadidikar dan Kebudayaar Provinai Iampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.

Pada B! Januai2026
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: Izin Pendirign Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU Keputusan ini, akar ditinjau kembali jika SMA
PLUS BINA MANDIRI tidak memenuhi kewqiiban-kewajiban
sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdaPat
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;


